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	No
	Uraian
	Tindak Lanjut

	1. 
	Kepala BHO sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mempresentasikan Koordinasi Layanan Informasi Publik dengan topik:

· Tujuan Forum Informasi Publik

· Organisasi Pelayanan Informasi Publik

· Pelaksana Informasi
· Laporan Tahunan PPID

· Penilaian Ombudsman

· Tindak Lanjut forum Informasi Publik 2015

· Kegiatan Kelembagaan

· Lain-lain
	

	2. 
	Pejabat Informasi, dibantu oleh Pelaksana Informasi, menjadi jembatan informasi antara Unit Kerja (UK) dengan Kepala BHO sebagai PPID. Forum ini menjadi penting untuk saling berbagi informasi di BAPETEN.
	

	3. 
	Akan dibuatkan akun untuk memberikan akses bagi Pelaksana Informasi yang ingin merancang berita kegiatan dalam intranet dan internet. Pelaksana Informasi berfungsi sebagai drafter dan personel Humas sebagai publisher berita.
	Masih dalam proses ke BDI (BP)

	4. 
	Sistem di laman KIP tidak akan duplikasi data yang sudah ada, karena 3 jenis informasi yang disusun (Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat) sudah berupa tautan ke data yang sudah tersedia di laman lembaga.
	

	5. 
	Setiap UK diharapkan dapat memperbarui informasi atau dokumen yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
	· UK

	6. 
	Daftar Informasi Berkala ke-10 belum tersedia, yaitu “Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BAPETEN maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BAPETEN”.
	· Inspektorat

	7. 
	Daftar Informasi Setiap Saat ke-12 dan 13 belum tersedia, yaitu:

· Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.

· Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.

Agar tidak disalahgunakan, data tersebut di atas perlu dikemas dan diperhaplus agar sesuai dengan bahasa publik. Pelaksana Informasi dapat bekerja sama dengan Petugas Informasi terkait Bahasa.

	Inspektorat

	8. 
	Informasi tentang Jafung Wasrad belum terakomodasi di website BAPETEN. Informasi ini sangat penting mengingat Jafung Wasrad merupakan satminkal BAPETEN
	· BU

	9. 
	BHO akan merilis data RS yang memiliki Izin Pemanfaatan di detik.com sesuai usulan salah seorang Pejabat Informasi pada pertemuan sebelumnya.
	BHO akan berkoordinasi dengan DPFRZR dan BP

	10. 
	Penetapan kriteria bagi UK atau personel yang memberikan informasi keluar BAPETEN  masih dalam proses. BHO akan mengundang narasumber dari Kemenkominfo dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, termasuk berkonsultasi dengan expert IAEA yang akan hadir dalam CTG-ANSN workshop tentang komunikasi publik, yang akan diadakan di Bandung, 22-26 Februari 2016.
	BHO

	11. 
	Perlu disampaikan klarifikasi kepada Ombudsman RI terkait hasil penilaian pelayanan publik
	BHO

	12. 
	Agar jadwal kegiatan tidak bertenturan, perlu dijadwalkan agenda penting/utama lembaga, sebagaimana yang biasanya selalu dilakukan setiap tahun.
	BP

	13. 
	Pembagian tugas sosialisasi diatur sebagai berikut:

· BHO melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi BAPETEN secara umum dengan sasaran masyarakat umum

· UK lain melakukan sosialisasi mengenai kegiatan teknis di UK-nya dengan sasaran pemangku kepentingan terkait
	UK

	14. 
	Lokasi sosialisasi akan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan BHO, dengan koordinasi UK terkait 
	BHO

	15. 
	Rencana sosialisasi dari UK mengalami perubahan. Oleh karena itu, UK yang akan melakukan sosialisasi agar memberitahukan rencana tersebut kepada BHO seawal mungkin. Rencana tersebut menjadi sangat penting jika akan melibatkan Pimpinan BAPETEN.
	UK

	16. 
	Rencana pemotongan anggaran untuk keperluan pembayaran tunjangan kinerja akan diputuskan oleh Pimpinan dala rakor Eselon I dan II tanggal 5 Februari.
	BP
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